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BUPATI BANYUWANGI 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR  6  TAHUN 2011 

TENTANG 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  

KABUPATEN BANYUWANGI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANYUWANGI 
 

Menimbang    : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang 
mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah dinilai tidak 
sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang 
huruf a, dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat 
daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam 
Peraturan Daerah. 

Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Timur (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);      

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4588); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4826); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

dan 

BUPATI BANYUWANGI 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

6. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama  

Sekretariat Daerah 

Pasal  2 

 
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. 

(2) Sekretariat Daerah dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban 
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas 
daerah dan lembaga teknis daerah. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(4)  Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

(5)  Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 
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Bagian Kedua 

Sekretariat DPRD   

Pasal 3 

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.  

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan 

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.  

(4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan. 

(5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Ketiga 

Inspektorat 

Pasal 4 

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan 
desa.  

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program pengawasan;  

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan 

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 

(4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. 
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(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada 
Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris 
Daerah. 

 
Bagian Keempat  

Dinas Daerah 

Paragraf 1 

Dinas Pendidikan 

Pasal 5 

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

(2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
di bidang Pendidikan; 

(3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
Pendidikan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(4) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas; 

(5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Dinas Pemuda dan Olah Raga 

 Pasal 6 

(1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

(2) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga; 

(3) Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

e. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olah Raga; 

f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
Pemuda dan Olah Raga; 

g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olah Raga; dan 


